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Abstrak: Karya sastra merupakan hasil kontemplasi terdalam sastrawan 

tentang hidup dan kehidupan.  Dengan ketajaman imajinasinya, potret 

kehidupan itu dielaborasi secara natural dalam roman, novel, puisi, dan lain 

sebagainya sehingga tersaji bagaikan gambaran nyata yang konkrit dan 

membius pembacanya. Belajar sastra secara baik dapat mencerdaskan 

pembaca. Segala hal ihwal pengalaman hidup dapat digali secara kritis dan 

kreatif. Dan hal itu merupakan misi utama pembelajaran sastra yang perlu 

dikembangkan guru sastra. Dengan keterbatasan kemampuan guru dan 

alokasi waktu perlu pemikiran bagi pengampu dan perancang kurikulum 

untuk menentukan visi dan misi arah pengajaran sastra secara terarah, 

terukur, dan benar. Dengan kurikulum 2013 yang disempurnakan, guru 

memiliki peluang yang cukup luas untuk berkreasi bagaimana 

meningkatkan etos pembelajaran sastra yang menarik dan kondusif. Salah 

satu model yang dapat dikembangkan adalah dengan pendekatan prioritas, 

proses seleksi materi yang disesuaikan dengan kondisi kepentingan 

pembelajar, dan tugas yang terukur, menyenangkan,  serta terkontrol. 

 

Kata-kata Kunci: aspek kesastraan, kurikulum bahasa Indonesia, dan 

problematika tersruktur   

 
 

PENDAHULUAN 

Kurikulum pendidikan pada konteks yang lebih universal, dalam prakteknya 

mempunyai dampak nyata terhadap pengembangan sistem sosial suatu negara. Di 

Indonesia, kurikulum pendidikan (nasional), selain secara filosofis membentuk manusia 

Indonesia yang pancasilais, cerdas, berbudaya, dan berbudi pekerti luhur, juga dari 

produk kurikulum pendidikan ini secara umum diarahkan pada terbentuknya manusia 

Indonesia yang berkepribadian Indonesia (Burhan, 1971:7). Ditegaskan pula dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003,  Pasal 3 (Kemdiknas) bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Pada tataran yang lebih rendah, yaitu masyarakat atau kelompok 

masyarakat/budaya tertentu, maka kurikulum dapat digunakan untuk membentuk 

karakter dan kepribadian anak sesuai dengan konsep budaya yang diidealisasikannya. 

Dengan demikian, kurikulum sebenarnya merupakan sarana yang cukup ampuh untuk 
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menata kehidupan sosial suatu masyarakat. Hal itu dikarenakan, kurikulum dalam 

pelaksanaannya langsung bersentuhan dengan penanganan generasi muda yang 

merupakan aset  penerus cita-cita bangsa (Nasution, 1982:4; Mandalika dan Usman 

Mulyadi, 1995:2). 

Secara institusional, kurikulum dikembangkan berdasarkan tingkatan pendidikan, 

mulai dari pendidikan dasar (TK, SD, dan SLTP), SLTA (SMA dan SMK), dan 

perguruan tinggi yang masing-masing memberikan pendasaran secara  umum bagi 

tingkatan pendidikan berikutnya. Untuk kepentingan itu, secara kurikuler didukung oleh 

pengembangan berbagai bidang studi terkait, seperti Matematikan, Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan lain 

sebagainya. Khusus bidang studi bahasa Indonesia, orientasi pengembangan kurikulum 

diarahkan pada 2 aspek utama, yaitu bidang kebahasaan dan kesastraan.  

Sekalipun demikian, secara umum diakui adanya ketidakseimbangan proporsi 

yang menyebabkan 2 bidang itu (bahasa dan sastra) berjalan timpang. Ketimpangan itu 

nampak pada aspek tataran operasional, mulai dari nilai kontribusi, sarana buku, media, 

maupun tersedianya tenaga pendukung (SDM) yang profesioanl. Jika aspek 

pengembangan kebahasaan, secara umum diuntungkan oleh dukungan sarana dan 

prasarana yang relatif memadai mulai dari orientasi tujuan, fasilitas, dan tenaga 

pelaksana (guru), tapi bidang kesastraan tidak demikian halnya. Selain tujuan yang 

terlalu umum (luas), fasilitas penunjang (buku) yang kurang mencukupi, terutama 

tersedianya guru sastra yang memadai merupakan bagian dari problem utama dalam 

pengembangan bidang kesastraan. Semua itu mengindikasikan terjadinya problem 

terstruktur dan melembaga yang menyebabkan bidang kesastraan tidak dapat 

dikembangkan secara maksimal.  

 

Kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia          

Secara politis, kiblat perkurikuluman (pendidikan) di Indonesia dapat dibagi 

menjadi 3 babakan penting, yaitu model kurikulum yang “sentralisasi” dan 

“disentralisasi”. Kurikulum model pertama yaitu kurikulum tahun 50-an, 75-an, 84-an, 

dan 94-an. Kurikulum model kedua yaitu kurikulum tahun 2000-an, yang dikenal 

dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK, dan disempurnakan lagi dengan 

hadirnya kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pengajaran (KTSP). Sedangkan 

kurikulum model ketiga dikenal  dengan kurikulum 2013.  

1. Kurikulum Terpusat (Sentralisasi) 

Dalam sejarahnya, sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa kali 

perubahan kurikulum. Paling tidak terdapat 5 jenis kurikulum yang pernah dipakai di 

Indonesia, yaitu (1) kurikulum1950-an, (2) kurikulum 1975, (3) kurikulum 1984, (4) 

kurikulum 1994, dan (5) kurikulum 2004 (Burhan, 1971; Samani, 2005). 

Kurikulum 1950-an berlaku mulai setelah Indonesia merdeka sampai dengan 

terbitnya kurikulum1975. Kurikulum ini selain muatannya tergolong masih sederhana 

juga tjuan pengajarannya masih bersifat umum. Hal itu dapat dibaca dalam Rencana 
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Pelajaran bahasa Indonesia untuk tingkatan SD, SMP, dan SMA yang dikeluarkan oleh 

Jawatan Pendidikan Umum Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi 3 aspek utama, 

yaitu aspek humanistik, aspek politik, dan aspek kultural (Burhan, 1971:7). Jelas sekali 

bahwa tujuan tersebut terlalu umum (luas) sehingga sulit ditafsirkan, dan apabila 

diusahakan untuk ditafsirkanpun diyakini akan berbeda-beda hasilnya. 

 Dalam prakteknya, pengajaran diselenggarakan dengan menggunakan metode 

tatabahasa dan terjemahan. Metode ini lebih berorientasi pada pemahaman teoritik, 

sehingga cocok untuk memperoleh penguasaan bahasa yang bersifat ilmiah analitis. 

Demikian pula metode terjemahan melahirkan penguasaan bahasa yang bersifat pasif 

(Soewargana, 1969:106). Dari hasil pengajaran bahasa ini melahirkan siswa-siswa yang 

memiliki penguasaaan dan wawasan teoritik secara luas dan memadai; mampu 

membaca buku (asing) secara baik, tetapi tidak terampil (gagap) dalam praktek 

berbahasa secara nyata di masyarakat. Sadar akan kelemahan kurikulum tersebut, maka 

mulai kurikulum tahun 1975, 1984, dan 1994, orientasi tujuan pengajaran bahasa 

(Indonesia) lebih diarahkan pada aspek pragmatika berbahasa. Berkaitan dengan 

perubahaan visi dan misi dari pengajaran bahasa yang bersifat teoritik pasif ke arah 

yang lebih bersifat praktik pragmatik. Hal itu tercermin dalam muatan kurikulum 

bahasa (Indonesia) yang secara umum misinya dinyatakan bahwa pelajaran bahasa 

Indonesia bertujuan untuk menjadikan pembelajar memiliki wawasan yang luas dan 

terampil berbahasa.  

2. Kurikulum Otonomi (Disentralisasi) 

Pada era tahun 2000-an, babak pengembangan kurikulum pendidikan di 

Indonesia mulai digulirkan lagi. Pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan 

Nasional memandang bahwa saatnya orientasi pendidikan dititikberatkan pada 

penegmbangan kompetensi (kemampuan dan kebutuhan) anak di tiap jenjang dan 

kewilayahan. Untuk itu ancangannya dinamakan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau 

yang lebih populer dikenal dengan istilah KBK. KBK sendiri timbul sebagai rangkaian 

gerakan reformasi yang dicetuskan tahun 1997/1998. Gerakan pembaharuan yang 

dipelopori oleh mahasiswa tersebut berhasil menumbangkan pemerintahan orde baru 

yang secara otoritas lebih mengedepankan prisip sentralisasi (terpusat) dalam segala 

bidang ke dalam prinsip disentralisasi (tidak terpusat) lagi, termasuk dalam pengelolaan 

pendidikan. Dengan perubahan visi pendidikan yang relatif radikal tersebut, maka 

perubahan sistem kurikulumnya demikian mendesak untuk segera diperbaharui. Pada 

awal tahun 2000-an tersebut “embrio” untuk perubahan kurikulum mulai digagas dan 

disusun secara bertahap dan tahun 2004 diperkenalkan serta diujicobakan di beberapa 

sekolah sebagai “pilot project” dengan label baru yaitu Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Setelah mengalami serangkaian revisi (hasil uji coba), rencananya 

kurikulum hasil revisi itu (KTSP) akan diberlakukan secara nasional pada tahun 2007.  

Seiring dengan beberapa masukan penting dalam bidang pendidikan dalam 

rangka menghadapi era globalilasi, maka terjadi perubahan dalam pendidikan termasuk 

arah kurikulumnya. Jadi belum lagi kurikulum KTSP diberlakukan secara nasional, 



Udjang Pr. M. Basir 

 

230 Aspek “Kesastraan” dalam Kurikulum Bahasa Indonesia: Sejumlah... 

 

dimunculkan kurikulum baru, yaitu Kurikulm 2013 yang sempat menjadi pro-kontra 

karena kesiapan dan sosialisasi kepada guru yang kurang cukup. Sementara di 

dalamnya terdapat perubahan arah yang dianggap cukup mendasar.     

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 

Kehadiran kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 

sebelumnya, yakni Kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) telah membawa perubahan yang mendasar dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Pada Kurikulum 2006, mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih 

mengedepankan pada keterampilan berbahasa (dan bersastra), sedangkan 

dalam Kurikulum 2013, Pembelajaran Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana 

untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan menalar. Perubahan ini 

terjadi dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kemampuan menalar peserta didik 

Indonesia masih sangat rendah. Hal ini diketahui dari studi Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011, hanya lima persen peserta didik 

Indonesia yang mampu memecahkan persoalan yang membutuhkan pemikiran, 

sedangkan sisanya 95 persen hanya sampai pada level menengah, yaitu memecahkan 

persoalan yang bersifat hapalan. Ini membuktikan, bahwa pendidikan Indonesia baru 

berada pada tatanan konseptual. Untuk itu, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan 

salah satu solusi, yaitu dengan menjadikan bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan 

dan pembelajaran berbasis teks. 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan peserta 

didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tujuan dan 

fungsinya. Menurut Atmazaki (2013), mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar 

peserta didik:  

a. memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan 

etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis,  

b. menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara,  

c. memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial,  

d. menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia. 

Untuk mengimplementasikan tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut, 

maka pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan 

menggunakan pendekatan berbasis teks. Teks dapat berwujud teks tertulis maupun teks 

lisan. Teks merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya 

memiliki situasi dan konteks. Dengan kata lain, belajar Bahasa Indonesia tidak sekadar 
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memakai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi perlu juga 

mengetahui makna atau bagaimana memilih kata yang tepat yang sesuai tatanan budaya 

dan masyarakat pemakainya. 

Mahsun (2014: 39) menyatakan, dalam pembelajaran Bahasa ada dua komponen 

yang harus dipelajarai, yaitu masalah makna dan bentuk. Kedua unsur tersebut harus 

hadir secara stimulant dan keduanya harus ada. Namun pemakai bahasa harus 

menyadari bahwa komponen makna menjadi unsur utama dalam pembentuk bahasa, 

dan karena itu bahasa menjadi sarana pembentukan pikiran manusia. Untuk itu guru 

perlu menyadari, bahwa kemampuan berpikir yang harusnya dibentuk dalam bahasa 

adalah kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis. Secara stipulatif 

kemampuan berpikir tersebut disebut dengan berpikir metodologis yang hanya dapat 

dicapai melalui pembelajaran teks berdasarkan pendekatan ilmiah/saintifik. 

Pada bagian lain Mahsun (2013) menyatakan, kehadiran konteks budaya, selain 

konteks situasi yang melatarbelakangi lahirnya suatu teks menunjukkan adanya 

kesejajaran antara pembelajaran berbasis teks (konsep bahasa) dengan filosofi 

pengembangan Kurikulum 2013. Khusus yang terkait dengan rumusan kebutuhan 

kompetensi peserta didik dalam bentuk kompetensi inti (KI) atas domein sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan (sebagai penguatan dapat dilihat dalam Standar Isi 

Permen dikbud Tahun 2014). Kompetensi inti yang menyangkut sikap, baik sikap 

spiritual (KI: 1 ) maupun sikap sosial (KI: 2) terkait dengan konsep kebahasaan tentang 

nilai, norma kultural, serta konteks sosial yang menjadi dasar terbentuknya register 

(bahasa sebagai teks); kompetensi inti yang menyangkut pengetahuan (KI: 3) dan 

keterampilan (KI: 4) terkait langsung dengan konsep kebahasaan yang berhubungan 

dengan proses sosial (genre) dan register (bahasa sebagai teks). Selain itu, 

antarkompetensi dasar (KD) yang dikelompokkan berdasarkan KI tersebut memiliki 

hubungan pendasaran satu sama lain. Ketercapaian KD dalam kelompok KI: 1 dan 2 

ditentukan oleh ketercapaian KD dalam kelompok KI: 3 dan 4. KD dalam kelompok 

KI: 1 dan 2 bukan untuk diajarkan melainkan implikasi dari ketercapaian KD dalam 

kelompok KI: 3 dan 4. 

Hal lain yang perlu dicermati oleh guru, bahwa karakteristik pembelajaran terkait 

erat dengan Standar Kompetensi Lulusan dan StandarIsi. Standar Kompetensi Lulusan 

memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, dan 

Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran 

yang dikembangkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan 

Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan domain 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memiliki karakteristik berbeda untuk 

masing-masing mata pelajaran. 

Domain Sikap tersebut dapat diperoleh melalui aspek aktivitas menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Domain pengetahuan 

didapat melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, 

dan mencipta.  Sedangkan Domain keterampilan diperoleh melalui 
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aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Pencapain 

kompetensi tersebut berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

Untuk itu, guru harus merencanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang mendorong 

kemampuan peserta didik untuk melakukan penyingkapan/penelitian, serta dapat 

menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok.. 

Dengan memahami keterkaitan masing-masing kompetensi dalam pembelajaran, 

khusunya pembelajaran bahasa Indonesia dengan pembelajaran berbasis teks akan 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif dan kritis. Di 

samping itu, pembelajaran Bahasa Indonesia dapat berperan sebagai penghela dan 

pengintegrasi ilmu lain. 

 

Pembelajaran Sastra Versus Globalisasi: Idealisme dan Fakta 

Dalam kurikulum 2013 secara tersurat dijelaskan bahwa pembelajaran sastra 

bertujuan agar siswa dapat “menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa, dan menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia.” Tujuan yang demikian mulia dan luas 

disayangkan tidak diimbangi dengan alokasi waktu yang memadai. Sebagai 

perbandingan antar kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, nampak proporsi 

pembelajaran sastra demikian meprihatinkan.   

Pertama, dalam Kurikulum 1994, misalnya, yang diberlakukan di SMU 

disebutkan bahwa pembelajaran sastra dalam berbagai aspeknya diarahkan pada 

penumbuhan apresiasi sastra para siswa sesuai dengan tingkat kematangan 

emosionalnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran sastra idealnya diarahkan pada penumbuhan apresiasi pada siswa. Karena 

itu, kegiatan apresiasi tidak hanya bersifat reseptif: menerima sesuatu secara pasif. 

Tetapi, yang lebih penting, apresiasi juga bersifat produktif: menghasilkan sesuatu 

secara aktif. 

Oleh karena itu, pembelajaran sastra di lembaga pendidikan formal idealnya 

tidak hanya sebatas pada pemberian teks sastra dalam genre tertentu untuk dipahami 

dan diinterpretasikan oleh siswa (apresiasi reseptif). Pembelajaran sastra harus 

diarahkan pada penumbuhan kemampuan siswa dalam menilai atau mengkritik 

kelebihan dan kekurangan teks yang ada dan akhirnya, berdasarkan penilaian/kritik 

tersebut, siswa mampu membuat sebuah teks lain yang lebih bermutu, baik teks yang 

satu genre ataupun tidak. 

Kedua, pada kurikulum KTSP tahun 2006, pembelajaran sastra masih 

mendapatkan porsi yang banyak selain bahasa. Hal itu merupakan kelegaan tersendiri. 

Akan tetapi, sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, sastra mulai mendapatkan 

pengurangan porsinya sehingga terlihat sekali bahwa wajah sastra dalam Kurikulum 

2013 tidak secerah pada Kurikulum KTSP 2006. 
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Dan ketiga, dalam kurikulum 2013, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

kelas X SMA terdapat lima materi yang diajarkan berupa teks. Teks tersebut adalah 

teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks prosedur kompleks, teks anekdot, dan 

teks negosiasi. Selama satu tahun, siswa hanya mempelajari satu teks sastra, yaitu teks 

anekdot. Apabila dibandingkan dengan materi bahasa, maka sastra 1: 4 dengan bahasa. 

Hal tersebut di luar kewajaran mengingat pembelajaran sastra membantu siswa 

mengembangkan nalar. 

Wajah sastra dalam Kurikulum 2013 yang semakin hilang pada dasarnya 

disebabkan oleh fungsi bahasa Indonesia sebagai penghela dan pembawa ilmu dalam 

mata pelajaran lain. Fungsi itu mau tidak mau menuntut bahasa Indonesia 

menyesuaikan diri terutama dalam aspek materi. Sastra dianggap tidak begitu 

menampung materi mata pelajaran lain sehingga teks yang dipelajari lebih banyak 

diemban oleh bahasa. 

Kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan kendala dalam memperkenalkan 

sastra kepada peserta didik di tingkat SMP dan SMA. Kendala itu terletak pada 

minimnya bacaan sastra bagi siswa. Di sekolah siswa hanya menerima bacaan sastra 

berupa sastra populer bukan jenis sastra serius. Langkanya buku sastra serius tadi untuk 

dijadikan bahan bacaan menyebabkan siswa enggan membaca. Bacaan yang terbit dan 

sampai pada kita tampaknya terlalu berat bagi siswa-siwi karena biasanya buku-buku 

itu berasal dari balai pustaka dan terkadang Gramedia. Barangkali ada sebagian siswa 

kita yang tertarik secara khusus pada bidang bahasa dan sastra, namun jumlah mereka 

sedikit sehingga banyak sekolah yang tidak tidak membuka jurusan ini. Pengajaran 

bahasa dan sastra di sekolah-sekolah kita agaknya semakin mengarah pada usaha untuk 

menunjang kemampuan siswa untuk dapat lolos dan lulus SPMB. Dengan demikian, 

fungsi sastra sebagai alat untuk memperhalus akal budi manusia menjadi terpinggirkan. 

Sejumlah kendala di atas tentu harus dicarikan bentuk solusi yang dapat 

meminimalisir kendala dan membangun aspek sinergitas antara pembuat kebijakan 

(pemerintah) dengan guru sebagai praktisi (pelaksana) lapangan. Paling tidak ada 

beberapa alternative yang dapat ditempuh agar pembelajaran sastra dapat 

dimaksimalkan di tengah keterbatasan yang membelitnya.  

1. Peran MGMP 

Badan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang merupakan forum 

tempat berkumpulnya para guru harus mengambil peran untuk mengagendakan secara 

khusus menggodog arah pembelajaran sastra yang dapat mengakomodasi tujuan 

kurikulum dan membangkitkan semangat siswa untuk bersastra. Selain 

mengembangkan RPP pembelajaran sastra secara bersama-sama, juga meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan guru sastra dalam bentuk pembekalan melalui penataran 

dan pendidikan tambahan. Di samping itu, MGMP juga dapat bekerja sama dengan 

penerbit tertentu untuk pengadaan buku-buku sastra yang terjangkau siswa.  

 

 



Udjang Pr. M. Basir 

 

234 Aspek “Kesastraan” dalam Kurikulum Bahasa Indonesia: Sejumlah... 

 

2. Aspek Penunjang 

  Pengajaran sastra pada hakekatnya bersentuhan dengan masalah selera dan 

perasaan. Untuk itu, diperlukan berbagai aspek penunjang yang dapat membuat siswa 

merasa senang, tertarik dan terlibat. Siswa akan merasa senang belajar sastra apabila 

merasa terlayani kepentingan emosinya. Kesesuaian tingkatan umur dengan aspek 

kesastraan yang diperkenalkan guru akan menjadi jaminan keberterimaan secara 

emosional. Siswa dapat tertarik dengan pembelajaran sastra apabila topik yang 

diperkenalkan menyangkut dunia kesehariannya. Hal itu akan menyebabkan siswa 

merasa terlibat di dalamnya. Hal inilah yang hingga sekarang masih menjadi hambatan 

serius dan guru merasa gagal dalam membelajarkan sastra pada para siswanya. Hal itu 

karena ketergantungan guru pada apa yang ada pada buku paket yang belum tentu 

sesuai dengan jiwa dan tingkatan umur anak. Paling tidak terdapat 4 aspek penunjang 

yang perlu dipikirkan agar pembelajaran sastra menuai hasil yang diharapkan, yaitu: (1) 

teks/buku sastra yang terseleksi, (2) sistem perpustakaan yang kondusif, (3) sistem 

tugas yang terukur, terpantau, dan langkah umpan balik yang berkelanjutan, dan (4) 

adanya guru yang berdedikasi.     

3. Guru Sastra 

Hingga saat ini para guru bahasa dan sastra Indonesia merupakan “produk” 

lembaga perguruan tinggi bidang pendidikan, seperti IKIP dan FKIP (saat ini 

bermetamorfosis menjadi universitas). Kedua lembaga ini lebih menitikberatkan pada 

usaha menghasilkan tenaga guru umum yang dibekali “dasar ilmu” mengajar bukan 

dicetak sebagai “sastrawan”. Sekalipun untuk jurusan kebahasaan (Indonesia dan 

Daerah) memang diberikan pajanan materi sastra secara relatif luas, tetapi itu sebatas 

pemahaman teoritik tentang sastra, sehingga guru sastra identik dengan pengajar teori 

“bersastra” yang belum tentu dalam pembelajarannya dapat menyentuh ruh sastra 

sebenarnya sebagai bagian dari daya pikat pembelajaran sastra.    

Hal inilah yang sering menyebabkan guru kurang tertarik mengajarkan topik 

sastra karena ketiadaan minat dan bakat. Seandainya pun menyampaikannya 

(mengajarkan), itu sebatas menyentuh wilayah kognitif anak (teoritik), tidak sampai 

pada tataran afektif, karena tidak adanya pengalaman dan kemampuan dalam dunia 

sastra yang sebenarnya. Kemampuan bersastra lebih ditentukan oleh bakat dan talenta, 

sehingga tidak setiap pembelajar sastra dapat terbentuk menjadi “sastrawan”.   

Di era globalisasi ini pada dasarnya menawarkan banyak kemudahan bagi guru 

yang mau belajar. Banyak sekolah yang sudah menyediakan akses internet, LCD di 

kelas, dan akses komunikasi yang demikian mudah dengan hadirnya handphone (hp) 

yang dimiliki hampir semua siswa. Tentunya itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

maksimalisasi pembelajaran, selain tentunya untuk komunikasi. Dalam kurikulum 2013 

sendiri, sebenarnya guru dapat secara akseleratif memanfaatkan kecanggihan teknologi 

yang sekaligus sangat diminati siswa, yaitu internet. Maka guru dalam mengembangkan 

pembelajaran sastra dapat menugaskan siswa mencari bahan di internet yang tentunya 

harus dipandu, terukur, dan dievaluasi secar berkala. Hasilnya dapat dipresentasikan di 
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kelas dengan terlebih dahulu dibuat lapopran dalam bentuk makalah singkat dengan 

bimbingan guru. Melalui kegiatan diskusi kelas ini selain melatih tanggung jawab pada 

siswa (perorangan/kelompok) juga mengasah kecerdasan intelektual, emosional, dan 

umpan balik yang lebih bermakna bagi guru dan siswa itu sendiri.    

4. Alokasi Waktu 

Diakui bahwa pengajaran bahasa dan sastra Indonesia diuntungkan oleh 

statusnya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Oleh karena itu alokasi waktu 

yang diperuntukan bidang studi ini cukup besar dan relatif memadai dibandingkan 

bidang studi lainnya (rata-rata 6 jam/Minggu). Namun jika dilihat dalam perspektif 

“perkurikuluman”, proporsi waktu lebih banyak tersita oleh bidang kebahasaan (90%), 

sedang bidang sastra sangat sedikit (10%).  

Kondisi tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan dalam proses 

pembelajaran sastra yang butuh waktu cukup apabila sasarannya berharap sampai 

tataran afektif. Belajar sastra tidak cukup hanya memahami secara teoritik, tapi 

membutuhkan proses panjang untuk dapat membangkitkan bakat dan minat, sehingga 

pembelajaran sastra dapat berkembang sebagai sesuatu yang menyenangkan, sekalipun 

diyakini sebagian besar guru hal itu sebagai sesuatu yang relatif impposible sifatnya. 

Sekalipun demikian, sebagai insan pendidik tentu harus menyemai sikap optimis sambil 

berusaha semaksimal yang mapu dilakukan. Amin.      

 

SIMPULAN 

Permasalahan pengajaran bahasa sebenarnya terjadi di hampir semua bidang 

studi kebahasaan, baik Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Daerah (Jawa), dan 

lain sebagainya. Namun khusus tentang problematika dalam pengajaran sastra dapat 

dianggap sebagai sesuatu yang terstruktur. Hal itu ditengarai oleh adanya berbagai 

ketimpangan yang secara nyata disadari oleh berbagai pihak yang terlibat dalam 

perencanaan dan penyusunan kurikulum serta pengadaan tenaga professional, tetapi 

action menunju pemberian solusi yang serius kurang mendapatkan priopritas.  

Paling tidak terdapat 4 problem yang hingga saat ini belum mendapatkan 

penanganan yang serius. Keempat hal tersebut, yastu (1) terlalu luasnya tujuan 

pengajaran sastra, (2) sarana penunjang yang kurang memadai, (3) minimnya guru 

sastra yang profesional, dan (4) pembagian alokasi waktu yang tidak seimbang.     .  
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